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KATA PENGANTAR

Sengketa tapal batas daerah yang terjadi pada ranah
daerah merupakan bagian dari impact adanya pemekaran
daerah. Semestinya pemerintah harus cermat dalam
mengkaji setiap usulan dari pembentukan daerah otonom
baru, analisis kajian menjadi prioritas yakni batas-batas
daerah. Kejelasan tapal batas daerah tentunya tidak akan
menimbulkan sengketa, namun sebaliknya batas daerah
yang belum jelas seringkali dijadikan penyebab terjadinya
sengketa dan apalagi di batas daerah tersebut terdapat
resource yang menjanjikan, sehingga tiap-tiap daerah
mengklaim dan bersikukuh batas daerahnya masing-

masing.

Buku ini penulis didedikasikan sebagai sumbangsih
akademisi terhadap masyarakat dan pemerintah mengenai
sengketa tapal batas daerah yang seringkali terjadi di
daerah. Semoga bisa diterima sebagai amal jariyah kami.
Kami berupaya semaksimal mungkin supaya dalam
penyusunan Buku ini dapat menghasilkan suatu
rekomendasi ilmiah. Kiranya karya Buku ini menjadi
rekomendasi dan dapat diterima semua kalangan serta
bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan

terima kasih banyak kepada beberapa pihak yang telah
membantu terselesaikannya penyusunan Buku ini.
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Akhir kata, penulis menyadari atas ketidak-
sempurnaan karya Buku ini. Maka dari itu, saran dan kritik
yang sifatnya membangun dari semua pihak serta pembaca
senantiasa kami harapkan sebagai bahan perbaikan karya
Buku ini kedepan.

Ternate, September 2022

Penulis
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BAB DILEMA BATAS
DAERAH DI
WILAYAH
HALMAHERA

A. Pendahuluan

Kehadiran = otonomi  daerah = memberikan
keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus
daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi daerah serta
memperhatikan potensi yang dimiliki daerah tersebut.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari
UU No. 32/2004 sebagai legal formal dari pelaksanaan
otonomi daerah membawa paradigma baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Akibat dari
keleluasaan yang dimiliki pemerintah daerah dalam
menjalankan segala kewenangannya membawa banyak
implikasi di lapangan. Salah satu implikasi yang
menonjol serta terus berlangsung sampai sekarang
adalah keinginan dari berbagai daerah-daerah baik
provinsi,  kabupaten/kota = untuk = memekarkan
wilayahnya membentuk daerah otonom yang baru.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis
dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor
129/2000), hal inipun secara tegas diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Alasan



BAB

SELAYANG PANDANG
HALMAHERA TIMUR
DAN HALMAHERA
TENGAH

A. Sekilas Tentang Kabupaten Halmahera Timur

Kabupaten Halmahera Timur merupakan dataran
rendah dengan ketinggian rata-rata 0-5 meter diatas
permukaan laut, terletak pada posisi 0°40’-01%4" Lintang
Utara dan 126%45°-129930" bujur timur. Luas wilayah
Kabupaten Halmahera Timur, adalah berupa daratan
seluas 6.506,30 km?, lebih jelas dapat dilihat pada peta
berikut :

A

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Timur
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BAB

PENYEBAB SENGKETA
TAPAL BATAS ANTARA
KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR DAN KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

A. Pemekaran Daerah : Pemisahan Wilayah Gamrange
Pemekaran daerah berupa pemecahan Daerah
provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi
dua atau lebih Daerah baru; atau penggabungan bagian
Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu)
Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru. Pemekaran
Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan
provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota, dan
Pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi
persyaratan dasar dan persyaratan administratif?.
Hadirnya pemekaran daerah tidak lepas dari adanya
tuntutan dan aspirasi masyarakat dan elite-elite lokal di
daerah. Tujuan utama dari pemekaran daerah adalah
memperpendek pelayanan, pemerataan pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1990 tanggal 15 Agustus 1990 (Lembaran Negara Tahun
1990 Nomor 51) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

2 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
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BAB PENYELESAIAN

SENGKETA
TAPAL BATAS

A. Penyelesaian melalui Pemerintah Provinsi Maluku
Utara

Secara teoritis dan yuridis, proses penyelesaian
sengketa tapal batas daerah dapat diselesaikan dengan 2
(dua) pendekatan yakni melalui jalur Litigasi (Peradilan)
dan jalur Non-Litigasi. Jalur Litigasi dapat ditempuh
melalui sarana peradilan, dimana pihak yang merasa
dirugikan mengadukan masalah yang disengketakan
kepada pihak peradilan, sedangkan pada jalur Non-
Litigasi ditempuh melalui negosiasi dan mediasi dan
atau metode penyelesaian sengketa tapal batas daerah
secara administratif.

Namun, dari kedua pendekatan tersebut,
permasalahan sengketa tapal batas daerah antara
Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten
Halmahera Tengah telah diselesaikan melalui jalur Non-
Litigasi secara administratif melalui masing-masing
kepala daerah (Bupati), difasilitasi Gubernur dan
kemudian hasil penyelesaian sengketa diserahkan
sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia (Kemendagri).
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